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ABSTRAK

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia telah menjadi topik yang
kompleks dan kontroversial, terutama setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun
2023 yang dampaknya tidak hanya melarang praktik perkawinan beda agama di
Indonesia namun juga membuat pasangan beda agama mencari alternatif lain guna
mendapatkan legalitas perkawinan salah satunya melalui mualaf temporer. Penelitian
ini mengeksplorasi bagaimana mualaf temporer, atau orang yang berpindah agama
secara sementara, digunakan sebagai solusi untuk mengatasi kendala hukum dan agama
dalam pernikahan beda agama. Praktik mualaf temporer seringkali didorong oleh
kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengakuan legal atas perkawinan, yang
terkadang dihadapkan pada kendala perbedaan agama. Meskipun praktik ini secara
teknis memungkinkan perkawinan terjadi secara sah menurut hukum, hal tersebut
menimbulkan berbagai persoalan etis dan sosial, termasuk dampaknya terhadap
keimanan individu serta potensi konflik dalam keluarga dan komunitas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pluralisme
hukum dan analisis yuridis-normatif, pendekatan yuridis diterapkan dengan merujuk
pada Undang-Undang Hukum Positif, sementara itu, pendekatan normatif dilakukan
dengan mengkaji hukum Islam melalui kaidah fikih sadd Zari’ah dan teori niat.
Penelitian ini memeriksa implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap praktik
pernikahan beda agama di Kecamatan Sumbermanjing Indonesia, dengan
menggukanan jenis penelitian field research (penelitian lapangan).

Hasil penelitian memberikan wawasan penting mengenai bagaimana hukum
perkawinan di Indonesia dapat mempengaruhi dinamika religiusitas dan keberagaman,
salah satunya dengan adanya praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas
perkawinan beda agama seperti yang terjadi di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten
Malang yang didasari oleh faktor sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Praktik ini
tidak sesuai dengan ajaran Islam karena niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama
merupakan Syarat utama agar pernikahan dianggap sah, selain itu juga memiliki
dampak buruk bagi keyakinan keluarga menurut sadd zari’ah. Oleh karena itu perlu
adanya penerapan mekanisme hukum yang sesuai seperti taklik talak dan surat
pernyataan kesungguhan masuk Islam yang bertujuan untuk memastikan keabsahan
dan keberkahan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan beda agama, Mualaf temporer, Hukum Islam.



ABSTRACT

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia has become a complex and
controversial topic, especially after the issuance of SEMA Number 2 Year 2023, which
not only prohibits the practice of interfaith marriage in Indonesia but also makes
interfaith couples look for other alternatives to obtain marriage legality, one of which
is through temporary converts. This researc explores how temporary converts are used
as a solution to overcome legal and religious obstacles to interfaith marriage. The
practice of temporary conversion is often driven by the urgent need to obtain legal
recognition of marriages, which are sometimes faced with the obstacle of religious
differences. While this practice technically allows marriages to take place legally, it
raises a range of ethical and social issues, including the impact on individual faith and
the potential for conflict within families and communities.

This research is a qualitative study with a legal pluralism approach and juridical-
normative analysis. The juridical approach is applied by referring to the Positive Law,
while the normative approach is carried out by examining Islamic law through the figh
rules of sadd zarT'ah and intention theory. This research examines the implications of
these policies on the practice of interfaith marriage in Sumbermanjing Subdistrict of
Indonesia, using field research.

The results of the study provide important insights into how marriage law in
Indonesia can affect the dynamics of religiosity and diversity, one of which is the
practice of temporary converts to obtain the legality of interfaith marriages such as
those that occur in Sumbermanjing District, Malang Regency based on social, cultural,
economic and educational factors. This practice is not in accordance with Islamic
teachings because sincere intentions and in accordance with religious teachings are the
main requirements for marriage to be considered valid, besides that it also has a
negative impact on family beliefs according to sadd zarT'ah. Therefore, it is necessary
to apply appropriate legal mechanisms such as taklik talak and a letter of intent to
convert to Islam which aims to ensure the validity and blessing of marriage.
Keywords: Interfaith marriage, Temporary mualaf, Islamic law.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Andre Afrilian, S.H.
Kepada

Yth. Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama . Andre Afrilian, S.H.

NIM ;22203011103

Judul Tesis  : Praktik Mualaf Temporer Dalam Memperoleh Legalitas Perkawinan

(Studi  Kasus di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunagasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Aq.,

NIP. 197104301995031001



HALAMAN PENGESAHAN

@’;@ KEMENTERIAN AGAMA
E’,’f\_@ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D\: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-959/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul :PROBLEMATIKA MUALAF TEMPORER DALAM PERKAWINAN
KECAMATAN SUMBERMANIJING KABUPATEN MALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRE AFRILIAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa 122203011103

Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

BB Ketua Sidang/Penguji T

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

: Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
s SIGNED

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M.
! SIGNED

o
oS S e e

Valid ID: 66cbefl0b5066

E! Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
HRSHRNYES: SIGNED
Valid ID: 66cc423173434

71 26/08/2024

DI



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME
Yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama : Andre Afrilian, 8.1,

NIM 122203011103

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbemnya
dan bebas dari plagiasiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau
melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Saya yang menyatakan,

. : -k

; %I(}- B |‘
- I i -ﬁ{’?}
» 3 | METERAT =

e | TEMPEL :

: IAKX3B9993894

R R

NIM. 22203011103



MOTTO

C LS e et San
Qlﬁﬂ\f\x«% ﬁ.f.\pu.ﬁ .buuu.«ewﬂ\j

-

T e .

3505 12,2 0y A 3151 TR ﬁ_w\,u Lok
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9 Waw W W

» Ha’ H Ha

: Hamzah ‘ Apostrof

< Ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

i ditulis Sunnah

ale ditulis llah




Ta’ marbagah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis dengan h (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

sl |

ditulis

| al-Ma’idah

|
eSles]

ditulis

Islamiyyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

ol 3, L ditulis Mugaranah al-Mazahib
Vokal pendek
1. | fathah Ditulis a
2. _B kasrah ditulis i
3. | —___. B __ dammah ditulis u
Vokal panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
Olewmins] ditulis Istizsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
o ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis I
lsla) ditulis al-‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati ditulis U




‘ ‘W ‘ ditulis ‘ ‘Utiim

F. Vokal rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
" ditulis Gairihim

2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Jsi ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

o511 ditulis a’antum
oodel ditulis u’iddat
£S5 oY ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif +Lam
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b. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
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L) ditulis an-Nisa’
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Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

T Jaf ditulis Ahl ar-Ra’yi
i) ol Ditulis Ahl as-Sunnah
2ol (g9 Ditulis Zawt al-Furid
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki
dan perempuan dan awal mula terciptanya kehidupan bersosial demi mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan kondisi rumah yang penuh
rahmat dan cinta yang diridhai oleh Allah.! Namun tentu saja pernikahan dianggap sah
menurut negara jika dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya ialah setiap
perkawinan dianggap sah ababila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing sebagaimana aspek yuridis dan religius dari makna perkawinan itu
sendiri,? hal ini berarti perkawinan beda agama dilarang di dalam regulasi yang berlaku
di Indonesia sebagaimana yang telah dipayungi oleh hukum positif Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.”

Meski hukum perkawinan beda agama sudah jelas dilarang dalam undang-
undang namun dalam aplikasinya terdapat beberapa perkawinan antara pemeluk agama

yang berbeda yang disebut dengan perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia

mengingat Indonesia merupakan negara plural dalam hal beragama, kemajemukan

1 Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas
Islam Indonesia, 1990), him. 206.

2 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Jurnal
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol. 22, No. 1, (2020), him. 56.



agama yang dianut oleh penduduknya diakui terbatas pada enam agama yaitu Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu,® oleh karenanya tak ayal banyak dari
masyarakat yang kemudian melakukan perkawinan lintas agama. Larangan perkawinan
beda agama juga semakin diperkuat dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan
Kepercayaan yang diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang
menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh
Pengadilan Negeri (PN) di antaranya PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta
Selatan, PN Tangerang, dan PN Yogyakarta.*

Namun dikarenakan regulasi yang berlaku di Indonesia melarang terjadinya
perkawinan beda agama berimplikasi pada banyaknya pasangan beda agama yang
kemudian mencari alternatif-alternatif lain guna memperoleh legalitas perkawinannya.
Alternatif yang dimaksud diantaranya yaitu dengan melaksanakan perkawinan di luar
negeri sebagaimana yang sering dipraktikkan oleh para selebriti Indonesia seperti Yuni
Sara dan Henri Siahaan, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, Sarah Sechan dan
Neil G Furuno hingga Titi Kamal dan Christian Sugiono.®> Negara yang menjadi tujuan

sebagai tempat melangsungkan perkawinan biasanya ialah negara yang menganut

3 Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural,
dan Sosiologis (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), him. 3.

4 “Remarks before the CNN Indonesia,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023, akses 03
November 2023.

5 “Remarks before the Popbela.com,” https://www.popbela.com/relationship/married/windari-
subangKit/artis-yang-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama?page=all, akses 03 November 2023.
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sistem hukum common law yaitu Negara Anglo Saxon® yang dalam masalah status
personal termasuk perkawinan menggunakan prinsip domisili dan prinsip lex loci
celebritionis, seperti Singapura, Australia, Filipina dan Amerika Serikat.” Dengan
prinsip tersebut membolehkan warga negara manapun menikah beda agama mengingat
negara common law menganut perkawinan sipil dengan tidak mencampuri urusan
agama dan karena di negara-negara liberal agama merupakan privasi dan urusan
masing-masing.®

Selain melangsungkan perkawinan di luar negeri, alternatif lainnya yang juga
banyak dilakukan oleh pasangan beda agama demi mendapatkan legalitas adalah
dengan melakukan mualaf temporer bagi pihak yang beragama non Islam, dan setelah
pelaksanaan perkawinan ia kemudian kembali ke agama dan keyakinan asalnya.
Praktik ini juga dikenal dengan sebutan masuk agama semu® yang dinilai buruk karena
melecehkan agama dan penyelundupan hukum, namun banyak dilakukan terutama di
masa sekarang pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang semakin mempersulit
praktik perkawinan beda agama di Indonesia.'® Alternatif ini juga merupakan alternatif

yang biasa dilakukan oleh pasangan yang terbatas secara finansial untuk melakukan

6 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada Rajawali Press,
2016), him. 80.

" Haafid Zulkifli, “Fenomena Perkawinan Beda Agama di Salatiga,” Tesis Magister Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2022), him. 55.

8 Elvira Fitriani Pakpahan et al., “Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian
Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” IBLAM LAW
REVIEW, 4.1 (2024), 661-76.

® Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul,” Tesis
Pascasarjana Fakultas Hukum UGM (2004), him. 68.

10 SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan
Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.



perkawinan beda agama dengan alternatif ini atau merupakan keinginan murni dari
kemantapan hati untuk memeluk agam Islam baik dari internal maupun eksternal yang
membimbing ke jalan yang benar.!

Praktik perkawinan mualaf temporer bagi pasangan beda agama demi
memperoleh legalitas perkawinan banyak terjadi di Indonesia seperti halnya di
Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang. Tercatat sejak Januari 2022 hingga
Agustus 2023 terdapat 70 orang yang bermualaf di KUA Sumbermanjing dengan
tujuan menikah. Disamping itu para elite dan tokoh agama yang mengislamkan tidak
langsung menerima melainkan diberi nasehat secara aktif dan peringatan untuk tidak
mempermainkan agama mengingat banyaknya kasus mualaf temporer hanya untuk
mendapatkan legalitas perkawinan.? Praktik mualaf temporer diketahui marak terjadi
dikarenakan masyarakat penduduk Kecamatan Sumbermanjing memiliki rasa toleransi
yang besar antar umat beragama mengingat penduduknya banyak yang memeluk
agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik. Tercatat terdapat 78.850 masyarakat
pemeluk agama Islam, 6.190 pemeluk agama Kristen (Protestan) dan 53 beragama

Katolik,** mesikipun demikian kerukunan tetap tercipta dan tidak dijumpai konflik.

11 Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistyawati “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda
Agama di Indonesia,” Jurnal Universitas Sebelas Maret: Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 7,
No. 2, (2019), him. 252-253.

2 Wawancara dengan Jamhuri, Kepala KUA Sumbermanjing, Kabupaten Malang. (08 Februari
2024)

8 “Remarks before Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang,”
https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/10/498/pendduk-menurut-agama-dan-kecamatan-2017,

akses 06 November 2023.
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Dengan adanya keberagaman masyarakat dalam memeluk agamanya yang
merupakan hak bagi setiap orang menurut undang-undang,* maka tidak bisa dihindari
terjadinya perkawinan beda agama di antara mereka, dan sebagai alternatif
memperoleh legalitas perkawinannya banyak pasangan non-muslim seperti halnya di
Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang yang menjadi mualaf temporer hanya
untuk kepentingan perkawinan dan kemudian kembali ke keyakinan asalnya setelah
menikah.

Dalam pandangan hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang non-muslim
untuk mualaf karena akan menikahi perempuan, hal ini juga pernah terjadi di zaman
Nabi, yang mana sahabat 4bu Talkah menjadikan keislamannya sebagai mahar untuk

menikahi Ummu Sulaim sebagaimana hadis Nabi g: 's
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Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Nadar Ibn Musawir
berkata: Ja far ibn Sulaiman memberi tahu kami dari Sabit dari Anas berkata: Ketika
Abz Talkah meminang Ummu Sulaim ia berkata: Demi Allah, orang seperti anda tidak

14 Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (1).

15 Abii ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, Sunan an-Nasa i, (Beirut: Dar al-Fikr,
2009 M/ 1429-1430 H), V: 133, hadis nomor 3338, “ Kitab an-Nikah,” “Bab at-Tazwij ‘ala al-Islam.”
Hadis dari Muhammad Ibn Nadar Ibn Musawir, terdapat perbedaan redaksi dan kalimat dengan matan
hadis lainnya namun hanya sebatas periwayatan secara makna bukan karena kesalahan, maka matan
hadis tersebut di nilai berkualitas sahih, mengingat sanad bersifat sahih (mawquf dari sahabat) maka
hadis yang bersangkutan memiliki kualitas sahih pula yang berarti tingkat akurasi dan status kehujjahan
dapat dipertanggung jawabkan.



layak untuk ditolak, hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah
seorang muslimah sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau
masuk Islam maka itulah mahar bagiku dan aku tidak meminta selain dari itu.”

Praktik seorang non-muslim memeluk agama Islam dengan tujuan menikah
memang sering dilakukan di setiap agama terutama agama Islam dan merupakan
bentuk dakwah, namun pada sisi lain dalam konteks seseorang berniat untuk mualaf
temporer hanya untuk menikah dan kembali ke keyakinan asalnya merupakan perilaku
buruk karena mempermainkan agama.® Oleh karenanya, dalam menyikapi praktik ini
tentu perlu dilakukan tinjauan khususnya melalui konsep niat dan sadd zari’ah yang
merupakan metode yang bersifat preventif sebagai upaya menjaga kemungkinan-
kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari dari praktik mualaf temporer
tersebut, dengan demikian dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari
kerusakan bagi pasangan.'’

Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
merupakan hak bagi setiap orang dan diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana
yang dirumuskan di dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.
Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal

18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa hak setiap

individu mencakup kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, termasuk hak untuk

16 “Remarks before Liputan 6 Penjelasan Buya Yahya mengenai Bolehkah Masuk Islam karena
Ingin Menikahi Muslimah.” https://www.liputan6.com/islami/read/5044976/bolehkah-masuk-islam-
karena-ingin-menikahi-muslimah-ini-peringatan-buya-yahya?page=2, akses 06 November 2023.

17 Darlin Rizki, dkk, Pendekatan Stusi Islam: dalam Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Q Media
dan FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), him. 150.
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mengganti agama atau kepercayaan tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Ini
mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan HAM, seperti kebebasan
berkeyakinan, non diskriminasi, dan hak individu untuk memilih dan mengubah
keyakinannya.'8

Pertentangan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi
topik yang kontroversial. Ada pandangan yang menganggap bahwa hukum Islam dan
HAM tidak dapat disatukan karena hukum Islam bersumber dari al-Quran dan sunnah,
sedangkan HAM bersumber dari pemikiran barat. Namun, pandangan ini ditolak oleh
para ulama dan intelektual muslim yang berpendapat bahwa ajaran Islam sejalan
dengan prinsip-prinsip HAM. Meski begitu, mereka juga mengakui adanya perbedaan
antara konsep HAM “universal” yang berasal dari peradaban Barat dan konsep HAM
menurut Islam.*® Dalam konteks dinamika masyarakat yang semakin beragam, praktik
mualaf temporer atau perpindahan agama seseorang untuk memperoleh legalitas
perkawinan telah menjadi fenomena menarik dalam bidang hukum dan HAM.
Perkawinan dianggap sebagai institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat,
dan perubahan agama yang diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum perkawinan
menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak asasi manusia dan prinsip-

prinsip hukum Islam.

18 Sonya Hellen Sinombor, “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam
Sistem Hukum di Indonesia,” JA: Jurnal Al-Wasath, Vol.1 No. 2 (2022), him. 7.

19 Masykuri Abdillah, ‘ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM
Di Indonesia’, MIQOT: Jurnal llmu-llmu Keislaman, Vol. 38 No.2 (2014), him. 374-94.



Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan dalam perspektif Hukum Islam
terkait praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan yang
melibatkan konversi agama sementara untuk memenuhi persyaratan hukum, dan
kemudian dapat menciptakan ketidaksetaraan dan dilema antara hak-hak individu dan
nilai-nilai agama. Disamping itu juga mengeksplorasi dan menganalisis problematika
yang dihadapi oleh pelaku mualaf temporer dalam perkawinan di Kecamatan
Sumbermanjing, dengan menggunakan teori pluralisme hukum, Sadd Zari’ah, dan
teori niat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperolenh pemahaman yang lebih
mendalam tentang bagaimana mualaf temporer dapat menavigasi perkawinan kepada

sesuatu kemadaratan dan oleh karenanya diperlukan adanya.

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan
marak dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mualaf temporer dalam
memperoleh legalitas perkawinan?
3. Bagaimana konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk memperoleh

legalitas perkawinan dalam studi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Menjelaskan alasan banyaknya praktik mualaf temporer dalam

memperoleh legalitas perkawinan.



b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mualaf temporer
dalam memperoleh legalitas perkawinan.

c. Mengetahui konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk
memperoleh legalitas perkawinan dalam studi Hukum Islam.

Kegunaan penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna.

Adapun manfaat yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan
sumbangsih terhadap peneliti-peneliti berikutnya yang meneliti tentang
tema yang serupa mengenai alternatif dalam memperoleh legalitas
perkawinan beda agama khususnya dengan mualaf temporer dan
semoga bisa menjadi penyempurna hasil penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan tema penelitian ini.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih
pemikiran mengenai konstruksi hukum dari komparasi Hukum Islam
dan HAM terhadap praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas
perkawinan beda agama. Selain itu diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran terhadap akademisi, masyarakat dan pembaca

pada umumnya.
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D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang
sekiranya dapat penulis jadikan acuan untuk penelitian ini, karena penelitian-penelitian
yang dimaksud memiliki kesamaan sehingga perlu dicari celah perbedan agar
memperkaya pengetahuan peneliti,?® sehingga ditemukan novelty dalam penelitian ini
dan dari satu sisi guna meniadakan plagiasi dalam sebuah penelitian. Tentunya
penelitian yang dimaksud sudah pula peneliti baca dan pelajari sehingga originalitas
penelitian ini dapat dilihat jelas oleh para pembaca. Dari yang penulis baca penulis
menemukan beberapa penelitian yang mempunyai ide penelitian serupa yaitu seputar
praktik perkawinan beda agama dan alternatif penyelundupan hukum demi
mendapatkan legalitas perkawinan sebagaimana yang sedang dikerjakan penuis saat ini,
namun tentunya substansi yang dijelaskan tidak sama dengan penelitian penulis yang
bertitik fokus pada fenomena mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan
di Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang. Adapun diantara penelitian-penelitian
belakangan yang mempunyai kesamaan objek dengan research ini adalah:

Penelitian dalam bentuk artikel ilmiah karya Lutfiana Dwi Mayasari dengan
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan
Campuran”.?! Di dalam artikel ini dibahas beberapa alternatif yang banyak dilakukan

pasangan non-muslim untuk mendapatkan legalitas perkawinannya baik dilakukan

20 Nyoman Dantes, Metode Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 163.

2L Lutfiana Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam
Perkawinan Campuran,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 1, No. 1, (April
2019).
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dengan meminta penetapan hakim atau dilakukan menurut masing-masing agama
dengan dua prosesi hingga menggunakan alternatif yang disebut penyelundupan
hukum seperti penundukan sementara pada salah satu hukum agama (di Islam di sebut
mualaf temporer) dan melakukan perkawinan di luar negeri yang menganut sistem
hukum common law yang dalam dalam masalah status personal termasuk perkawinan
menggunakan prinsip domisili dan prinsip lex loci celebritionis. Penyelundupan hukum
terjadi karena adanya kekosongan hukum dan biasanya di selesaikan dengan pasal 56
ayat (1) UUP no 1 tahun 1974. Adapun artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif engan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Penelitian dalam bentuk artikel ilmiah oleh Prasetyo Ade Witoko dan Ambar
Budhisulistyawati dengan judul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia”.?? Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengaturan perkawinan beda
agama di Indonesia dilakukan melalui penyelundupan hukum, dengan menekankan
bahwa setiap agama tidak dapat mengesahkan perkawinan beda agama. Hal ini karena
semua agama mendorong umatnya untuk menikah dengan sesama pemeluk agama
guna menjaga keimanan individu dari pengaruh ajaran agama lain. Karena semua
agama mensyaratkan agar calon suami istri memiliki agama yang sama, upaya untuk
menghindari hukum yang seharusnya berlaku atau yang bisa disebut sebagai tindakan

penyelundupan hukum, sering terjadi. Penelitian ini dan diatas memiliki kesamaan

22 Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistyawati “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda
Agama di Indonesia,” Jurnal Universitas Sebelas Maret: Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 7,
No. 2, (Desember 2019).
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dalam pembahasan mengenai penyelundupan hukum perkawinan, namun penelitian ini
lebih terfokus pada perkawinan luar negeri dan kaidah hukum terkait. Jenis penelitian
ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian berupa Tesis yang ditulis oleh Mashuri dengan judul “Upaya
Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.”?® Dalam penelitian
ini penulis membaha mengenai fenomena pernikahan beda agama yang marak terjadi
di Kabupaten Toraja Utara, alasan maraknya praktik tersebut hingga upaya yang
dilakukan guna meminimalisir perkawinan beda agama. Penelitian ini berfokus pada
upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pernikahan beda agama. Beberapa
solusi yang diusulkan meliputi: kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, baik
hukum formal maupun hukum Islam; peningkatan ceramah di masjid mengenai hukum
perkawinan menurut syariat Islam; penerapan sanksi tegas bagi pelaku pernikahan beda
agama; serta pengoptimalan peran lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat
dalam memberikan pemahaman agama yang mendalam khususnya tentang hal-hal
berikut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
formal, dan normative.

Artikel yang di tulis oleh Solihuddin dan Ahmad Zaini dengan judul “Pernikahan

Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

23 Mashuri, “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara,” Tesis
Pascasarjana Fakultas llmu Studi Hukum Islam 1AIN Palopo (2020).
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(Studi Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Probinsi Bali)”.?* Dijelaskan bahwa
Bali sebagai daerah plural beragama dan banyaknya praktik perkawinan beda agama
antar umat beragama dengan alternatif konversi ke salah satu agama pasangannya, baik
dengan sesama warga Indonesia atau bahkan dengan turis mancanegara yang
berkunjung ke Bali. Dalam prakteknya pernikahan beda agama tidak dibenarkan baik
dari hukum Islam dan agama lainnya, bahkan menutut undang-undang yang berlaku,
namun penulis banyak menjumpai alternatif yang diambil guna melegalnya
perkawinan yang dilangsungkan dengan konversi ke agama salah satu pasangannya.
Penelitian berupa Tesis oleh Hikmah Hariyati dengan judul “Konversi Agama
Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan
Reok Desa Reo kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”.?® Penelitian ini
membahas praktik koversi agama yang marak terjadi di Kecamatan Reok sebagai
upaya melangsungkan perkawinan beda agama dan di sebabkan oleh banyak faktor
utamanya faktor ekonomi, penulis menukil pandangan Ibnu ‘Asyur yang memandang
semua manusia memilki hak yang sama akan fitrahnya, namun hukum yang berlaku di
Indonesia masih rancu mengenai kebolehan perkawinan beda agama dan seharusnya

pemerintah mempertegas larangannya dan merevisi Pasal 35 huruf a UU Adiministrasi

24 Sholihuddin Sholihuddin and Ahmad Afan Zaini, ‘Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum
Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
Provinsi Bali)’, JOSH: Journal of Sharia, Vol. 1 No.2 (2022), him. 153-62.

% Hikmah Hariyati dengan judul “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan
Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur),”
Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2022).
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Kependudukan yang membolehkan perkawinan beda agama dengan Kketetapan
pengadilan.

Dari paparan mengenai beberapa kajian pustaka di atas dapat penulis simpulkan
bahwasanya penelitian seputar perkawinan beda agama sudah banyak di lakukan oleh
para akademisi, akan tetapi kajian yang secara spesifik mengenai alternatif yang di
tempuh pasangan beda agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan dengan mualaf
temporer sangat jarang dilakukan, oleh karenanya penulis merasa tertarik Dari sana
diharapkan penulis dapat memberikan kesimpulan yang obyektif, tentunya dengan
menijau realitas yang terjadi di masyarakat dan mengkaji teori-teori hukum
bersangkutan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab

rumusan masalah yang penulis angkat pada penelitian ini.
E. Kerangka Teori

1. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum dalam perkembangan kajiannya berangkat dari konsep
yang beragam. Seperti yang dikemukakan John Griffiths : “Legal pluralism is the
fact, legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion,. By legal pluralism
I mean the presence in a social field of more than one legal order.”?® la
menyebutkan bahwa sentralisme hukum adalah mitos, cita-cita, klaim, ilusi, dan
yang dimaksud dengan pluralisme hukum adalah keberadaan lebih dari satu

tatanan hukum dalam suatu bidang sosial. Berangkat dari pengertian tersebut

% John Griffiths, ‘What Is Legal Pluralism?’, "Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,"
(1986), him. 1-55.
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dapat diketahui bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang
menerangkan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk,
khususnya mengenai keberagaman hukum yang berlaku dalam suatu komunitas
masyarakat. Pluralisme mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara
masyarakat yang majemuk dan berbagai sistem hukum yang ada di dalamnya dan
bagaimana keduanya bekerja dalam mewujudkan tujuannya satu sama lain.?’
Pluralisme hukum tidak hanya mencakup berbagai macam hukum positif yang
ada, baik antar bangsa maupun dalam suatu negara tertentu. Misalnya, di
Amerika Serikat, setiap “negara bagian” memiliki sistem hukum, sistem
peradilan, dan hukum positif masing-masing, dan di Indonesia, setiap daerah
memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Namun, pluralisme hukum juga
berkaitan dengan perilaku hukum individu atau kelompok yang ada di setiap
bangsa dan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, tidak realistis jika berbagai
sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif yang sangat beragam hanya
ditinjau melalui satu jenis pendekatan hukum atau pendekatan moral saja.?®
Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya pluralisme hukum
terhadap praktek mualaf temporer dalam mendapatkan legalitas perkawinan.
Dalam konteks mualaf temporer di Kecamatan Sumbermanjing, pluralisme

hukum dapat dilihat dari interaksi antara hukum Islam dan hukum adat atau antar

2" Myrna A. Safitri, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam
konflik agrarian di Indonesia, (Jakarta: Epistema Institute, 2011) him. 35.

28 Maciej Serda and others, ‘Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat’, Diponegoro Law
Journal, Vol. 11 No.2 (2022), him. 343-54.
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umat lintas agama dan peraturan negara. Pluralisme hukum sering Kkali
menimbulkan kebingungan atau kesulitan dalam hal persyaratan dan pelaksanaan
perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, terutama ketika harus diselaraskan
dengan peraturan lokal dan nasional. oleh karenanya dalam pembahasan yang
diangkat digunakan teori pluralisme hukum guna menyingkap pandangan hukum
dan dikotominya di dalam praktik ini.

2.  Sadd Zari’ah

Istilah sadd zari’ah ( a,40 L. ) terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan al-

Zari’ah. Kata sadd bermakna menutup, adapun kata al- Zari’ah berarti perantara
atau mediator. Mengacu pada makna tersebut, istilah sadd Zari’ah dapat
dipahami secara sederhana sebagai tindakan menutup atau mencegah sesuatu
yang bisa menjadi perantara atau jalan menuju hal yang haram. Secara
terminologis, terdapat beberapa definisi yang telah dirumuskan. Salah satunya,

Wahbah al-Zuhaili merumuskan konsep ini sebagai berikut:

ad Sk Lo B I Vb g ek s g

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang
menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung

kerusakan atau bahaya. ”?°

29 Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Figh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), him. 108.
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Menurut Satria Effendi, sadd Zari’ah ialah menutup jalan yang membawa
pada kebinasaan dan kejahatan.*® Berdasarkan definisi tersebut, sadd zari’ah
dapat diartikan sebagai upaya untuk menutup atau mencegah perantara atau jalan
yang bisa mengarah pada keburukan. Ini berarti menutup akses terhadap tindakan
yang bisa membawa dampak negatif. Mengacu pada penjelasan di atas, sadd
zart’ah dalam konteks hukum berfungsi sebagai metode penetapan hukum, di
mana jalan yang berpotensi mengarah pada keburukan ditutup, atau sebagai
pendekatan dalam menetapkan hukum dengan cara menghalangi perantara yang
bisa menyebabkan kerusakan.

Sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan
indikasi mendatangkan kapada keburukan sangat dilarang dalam agama. Adapun
objek dari konsep sadd zari’ah sendiri yaitu perbuatan yang mengarah kepada
perbuatan terlarang, ada kalanya: a) Perbuatan itu mengindikasikan terjadinya
perbuatan terlarang, b) Perbuatan tersebut mungkin menyebabkab dikerjakannya
perbuatan terlarang.®* Dalam penelitian ini yang penulis kaji adalah pandangan
sadd zart’ah terhadap praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas
perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, teori ini dapat digunakan untuk mencegah

praktik-praktik yang dapat mengancam kesucian atau tujuan dari institusi

172.

92-93.

%0 Satria Effendi, Ushul Figh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup Press, 2012), him.

31 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Figh (Depok: Rajawali Press PT Grafindo Persada, 2017), him.
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perkawinan dalam Islam. Bagi mualaf temporer, penerapan teori sadd zari’ah
menjadi penting untuk memastikan bahwa perkawinan mereka tidak hanya
memenuhi syarat-syarat formal tetapi juga tidak membuka peluang untuk
pelanggaran atau penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam. Penerapan teori ini
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan
penerapannya dalam praktek, yang sering kali menjadi tantangan bagi mualaf
temporer.

3. Teori Intention (Niat)

Niat menurut bahasa menyengaja, menuju (al-qasd), menurut istilah
kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa
ragu-ragu.? Niat adalah konsep yang fundamental dalam hukum Islam, karena
niat dapat mempengaruhi keabsahan dan nilai dari setiap tindakan yang
dilakukan seorang Muslim. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya tentang

urgensi niat dalam setiap perilaku manusia yaitu:
o5 555 B Ul S0 0 Q) e SIS 8 TR 4T R B 0 S
o 55 U J) S5 G sl §f L W g 238

Maknanya: “Sesungguhnya setiap tindakan dilakukan berdasarkan
niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Jika

seseorang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima

32 Wahbah Al-Zuhayly, Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), him. 171
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olen Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika hijrahnya hanya untuk meraih
keuntungan duniawi atau untuk menikahi seseorang, maka ia hanya akan
mendapatkan tujuan tersebut saja.” (HR. Bukhari).

Hadist di atas yang menjadi sandaran tentang pentingnya niat dalam setiap
perilaku, bahkan para ulama’ menyebut hadist ini mangandung sepertiga dari
seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ditemukan
adanya hadis nabi yang lebih lengkap, lebih kaya dan lebih banyak faedahnya
dibandingkan hadis ini.3*

Teori niat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
dalam proses konversi agama dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Bagi mualaf temporer, individu yang baru memeluk Islam
dan masih dalam proses penyesuaian pemahaman dan penerapan niat menjadi
krusial, terutama dalam konteks perkawinan. Perkara niat merupakah satu dari
kaidah-kaidah fikih (al-gawa'id al-fighiyyah) dan merupakan hal yang paling
utama dalam menentukan hukum suatu perbuatan karena akan berdampak
langsung pada sah atau tidaknya perbuatan tersebut, disamping itu niat juga

memiliki pernan strategis dalam membantu merumuskan hukum dari

33 Bukhari, Sakih Bukhari kitab bad'i al-wahyi hadis No. 1 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Islamiyah,
2013), him. 21

3 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Qawaid Al-Fighiyyah wa Tathbigatuha fi Al-Mazahib AlArba’ah
(Beirut: Dar al Fikr, 2006), him. 102
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permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik baik di dalam Al-Quran dan

hadis.3® Adapun kaidah fikih yang menjelaskan urgensi niat adalah:

Laolis seY)

Artinya: “Segala perbuatan tengantung dengan niatnya”.

Secara etimologi, “al-umzr” berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan
perbuatan. Sedangkan “almaqasid” berarti maksud atau tujuan. Menurut
terminologi, kaidah ini berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan
ataupun tingkah laku, yang dikenai hukum syara’ sesuai dengan maksud dari
perbuatan yang dilakukan. Menurut mayoritas ulama usul, fikih kaidah
didefinisikan sebagai hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang
bersifat rinci.%®

Dari kaidah “al-umzr bimagasidiha ” dapat ditarik beberapa kaidah yang
berkaitan dengan berbagai macam perilaku manusia dalam bersosial di
lingkungan masyarakat dan menjalankan ibadah kepada Allah yaitu

diantaranya:*’

a. b ¥l oigy

% Khusnul Fikriyah, “Al-Umuru Bimagasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah,”
Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, 1.2 (2021), 80-88
<https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/62>.

% Muhammad Misbakul Munir, “Managing Institutes from the Perspective of the Five Major
Jurisprudential Rules (Darus Salam Blok Agung Banyuwangi Institute - Field Study),” Proceeding of
The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1.September (2023), 19
<https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.19-36>.

37 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar pembinaan hukum figh-Islami (Bandung:
Al-Ma’arif, 1986), him. 250
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Artinya: “Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat”. Kaidah ini,
menegaskan kepada kita untuk membedakan ada amal perbuatan yang
memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Menurut pendapat An-
Nawawi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan hanya
dengan niat.>® Namun di sisi lain, jika suatu adat kebiasaan dilakukan
dan kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah
(diniatkan ibadah), maka adat kebiasaan yang dilakukan itu berubah

menjadi ibadah yang berpahala.

b, Jii o Gd6 il L Al

Artinya:  “Jika amal yang memerlukan niat dilakukan dengan
pernyataan niat yang keliru, maka amal tersebut menjadi batal”.
Kaidah ini menegaskan bahwa kesalahan dalam menyatakan niat akan
menyebabkan tidak sahnya amal yang dilakukan. Hal ini karena setiap
tindakan memerlukan niat yang tepat untuk membedakan antara ibadah
yang satu dengan yang lainnya.

C. olatly iz 1§ Yais 2o Lty v 15 0 0% Lps i

Artinya: “Apabila suatu perbuatan secara umum memerlukan niat,

tetapi secara spesifik tidak memerlukan penentuan niat yang rinci, maka

38 Umar Sulaiman Al-Asyqar, FIQH NIAT, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006)., him. 5
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jika niat tersebut dinyatakan dan ternyata keliru, hal itu bisa berakibat
negatif”.

Sebagai contoh, ketika seseorang berniat untuk menunaikan zakat fitrah,
tidak diperlukan penyebutan secara spesifik kepada siapa zakat itu akan
diberikan. Misalnya, jika seseorang berniat zakat fitrah dan
menyebutkan bahwa zakat tersebut akan diberikan kepada Fatimah,
namun akhirnya diberikan kepada Qasim, maka zakat tersebut tidak sah.
Niat dalam zakat fitrah adalah wajib untuk membedakan apakah zakat
tersebut memenuhi kewajiban zakat fitrah atau hanya dianggap sebagai
sedekah biasa. Namun, rincian penerima zakat tidak perlu disebutkan

dalam niat tersebut.

5

. laz g 2018) Youds ¥3 &4 4 2t La2s yu

Artinya: “Jika suatu perbuatan, baik secara umum maupun rinci, tidak
memerlukan pernyataan niat, maka jika niat tersebut dinyatakan dan
ternyata keliru, hal itu tidak berdampak negatif”. Contohnya adalah
transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya sighat (pernyataan
formal). Menurut kebiasaan (urf), jika telah ada kesepakatan harga
antara pembeli dan penjual, di mana pembeli menyerahkan uang dan
penjual menyerahkan barang, maka transaksi tersebut dianggap sah
meskipun tidak ada pernyataan niat secara spesifik yang diniatkan oleh

para pelaku.
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e. Ldliag J& Lilll lols

Artinya: “Maksud lafaz adalah tergantuung dengan niat orang yang
mengucapkannya”. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap perkataan harus
dipertimbangkan berdasarkan niat yang ada dalam hati. Contohnya jika
seseorang menyatakan, “Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya,
tapi saya minta uang satu juta rupiah,” meskipun dia menyebutnya sebagai
hibah, permintaan uang tersebut menunjukkan bahwa akad sebenarnya
adalah jual beli. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sebagai jual beli,
bukan hibah, dengan segala konsekuensinya.*

Teori niat dalam hukum Islam memainkan peran yang sangat penting
dalam menentukan keabsahan dan nilai dari tindakan, termasuk dalam konteks
mualaf temporer. Niat yang tulus dalam memeluk Islam dan menjalani
perkawinan adalah fondasi dari praktik keagamaan yang sah dan efektif. Dengan
niat yang ikhlas dan komitmen yang kuat, praktik mualaf temporer dapat berhasil
menavigasi proses adaptasi mereka dan membangun kehidupan perkawinan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

% Yahya dan Rahman. , Dasar-dasar pembinaan hukum figh-Islami (Bandung: Al-Ma’arif, 1986),
him. 261
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan metode field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di
Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang. Penelitian ini menitikberatkan
kepada para informan atau narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan
kapabilitas objek penelitian.*® Disamping itu kemudian dikolaborasikan dengan
kajian pustaka (library research) menggunakan catatan atau dokumen sebagai
sumber data seperti analisis gagasan, prosedur, kaidah hukum, serta undang-
undang hukum positif. * Demikian diharapkan penulis dapat memberikan
kesimpulan yang objektif. Tentunya penulis berharap penelitian ini bisa
melengkapi penelitian-penelitian diatas sehingga pembaca bisa mendapatkan
pengetahuan yang kompleks mengenai hukum praktik mualaf temporer dalam
perkawinan di masyarakat.
2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif-analitis berupa penelitian hukum dengan cara meneliti realitas yang
terjadi di masyarakat serta mengkaji upaya perlindungan, pencegahan atau

pelaksanaannya oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian dikaji secara

40 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
him.135.
41 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo:
Cakra Books, 2014)., him. 54.
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mendalam dengan menggunakan bahan utama seperti menelaah teori-teori,
metode, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam
hal ini penelitaian terkait mualaf temporer dalam memperoleh legalitas
perkawinan dikaji melalui tinjauan hukum Islam dan praktiknya di masyarakat.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan Undang-
Undang Hukum Positif mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
dan regulasi lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini. Sedangkan
pendekatan normatif ditinjau melalui hukum Islam dan kaidah-kaidah yang
berlaku di dalamnya mengenai praktik mualaf temporer dalam memperoleh
legalitas perkawinan.
4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.
Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data yang didapat dari
individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

kuisioner.*? Disini peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku (hukum)

42 Sudjarwo dan Basrowi, Manajemen Penelitian Sosial (Bandung: CV Mandar Maju, 2009),
him. 140.
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berupa praktik mualaf temporer dalam perkawinan dari warga masyarakat
Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang, maka warga masyarakat
tersebut harus diteliti secara langsung.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber
yang relevan untuk mendukung dan memperkuat analisis dari bahan-bahan
tertulis atau bahan publikasi, seperti kajian hukum yang tercatum di dalam
buku, jurnal, tesis dan disertasi yang beririsan dengan bahasan yang sedang
diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya Undang-
undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi
Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kompilasi Hukum Islam, serta
rujukan-rujukan dari kitab fikih klasik dan penelitian-penelitian teraktual

yang membahas pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung karena teknik
pengumpulan data yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas

dan validitas temuan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui
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wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan praktik
perkawinan beda agama secara mualaf temporer seperti Aris dan Yani (nama
samaran), salah dua pelaku mualaf temporer guna mendapatkan legalitas
perkawinan administrasi perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten
Malang. Selain itu dan serta KUA Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang
serta penulis menggunakan cara studi kepustakaan (library research) guna
menganalisis praktik mualaf temporer dalam perkawinan yang berasal dari
kepustakaan yang bisa berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen,
majalah dan lain sebagainya.*® Dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik di
atas, peneliti dapat memperolen data yang komprehensif dan mendalam
mengenai praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan di

Kecamatan Sumbermanjing.

6.  Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada tahap awal
adalah dengan melakukan analisis deduktif deskriptif yaitu menjelaskan
permasalahan yang terjadi mengenai praktik mualaf temporer dalam perkawinan
dari kajian umum berupa pembahasan perkawinan beda agama hingga
mengerucut kepada alternatif praktik mualaf temporer dalam memperoleh

legalitas perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang baik itu

43 Khatibah, “Penelitian kepustakaan,” Jurnal Iqgra’ Repositori UIN Sumatera Utara, 05.01
(2019), 36-39.
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mencakup gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti, seperti profil
demografis responden, pola mualaf temporer, dan persepsi masyarakat. Metode
analisis data memainkan peran penting dalam menginterpretasikan hasil

pengumpulan data dan menarik kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian dan memudahkan pembaca dalam
memahami isi penelitian ini, penulis memberikan gambaran tentang sistematika
pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini, penulis menjelaskan secara umum latar
belakang dan alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Bagian ini berfungsi
sebagai pondasi dari keseluruhan proses penelitian, karena semua konsep dasar
dijelaskan di sini. Pertama, latar belakang memberikan gambaran umum mengenai
masalah yang terkait dengan praktik mualaf temporer dalam mendapatkan legalitas
perkawinan. Kemudian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

BAB Il : Tinjauan Pustaka, yaitu landasan teori yang memuat teori-teori yang
mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang penulis tawarkan dalam
penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik perkawinan
beda agama khususnya melalui alternatif mualaf temporer dalam memperoleh legalitas

perkawinan.
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BAB Il : Objek Penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum,
dinamika dan praktik mualaf temporer yang terjadi di masyarakat Kecamatan
Sumbermanjing Kabupaten Malang serta alasan marak terjadinya praktik tersebut.

BAB IV : Hasil Penelitian, yaitu analisis penelitian. Bagian ini tentunya akan
memberikan jawaban dari rumusan masalah yang penulis tawarkan terkait faktor
maraknya terjadi praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan
dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing, tinjauan Hukum Islam dan HAM terhadap
praktik tersebut dan konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk memperoleh
legalitas perkawinan dalam studi perbandingan Hukum Islam dan HAM.

BAB V : Penutup, Bagian Penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dalam
kesimpulan Peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah peneliti
lakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Kemudian Peneliti
akhiri dengan saran-saran dari hasil analisis bagi pihak terkait baik secara teoritis

maupun prakitis.



A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktik mualaf temporer terjadi ketika individu berpindah agama secara

sementara untuk memenuhi syarat legalitas pernikahan beda agama. Praktik ini
terjadi di banyak daerah di Indonesia diantaranya di Kecamatan
Sumbermanjing karena adanya hambatan hukum terhadap pernikahan beda
agama. Terlebih dengan terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Beberapa
individu memilih mualaf temporer karena keyakinan bahwa pernikahan adalah
hak pribadi yang harus dihormati, meskipun menghadapi kendala hukum.

Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara jelas mengatur
pernikahan beda agama, sehingga pasangan beda agama sering kali merasa
terpaksa melakukan mualaf temporer untuk mendapatkan pengakuan legal.
Tekanan dari keluarga dan masyarakat yang mengharapkan pernikahan sesuai
dengan norma agama tertentu juga mempengaruhi keputusan pasangan untuk
melakukan mualaf temporer. Reaksi keluarga terhadap praktik mualaf temporer
bervariasi. Beberapa keluarga mendukung demi kebahagiaan pasangan,

sementara yang lain menentang karena bertentangan dengan keyakinan agama.
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Di kalangan masyarakat, praktik ini sering kali memicu perdebatan dan
kontroversi, terutama terkait keaslian niat dan keabsahan pernikahan tersebut.
Meskipun memperoleh legalitas sementara, praktik mualaf temporer sering kali
meninggalkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika perpindahan
agama dianggap tidak sah. Praktik ini juga dapat mempengaruhi identitas
religius individu dan menimbulkan konflik internal serta tekanan psikologis
akibat perubahan keyakinan yang tidak tulus. Praktik mualaf temporer tidak sah
menurut hukum Islam karena melanggar prinsip niat yang ikhlas dan konsep
sadd zari’ah.

. Adapun tawaran hukumnya terhadap lembaga-lembaga agama dan administrasi
pernikahan adalah dengan memperkuat edukasi tentang ajaran Islam untuk
mualaf temporer dan menerapkan mekanisme hukum yang sesuai, seperti taklik
talak dan surat pernyataan kesungguhan masuk Islam, hal ini bertujuan untuk
memastikan keabsahan dan keberkahan pernikahan. Ini juga mencakup
pembinaan dan konsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa
setiap aspek pernikahan sesuai dengan hukum dan prinsip agama. Penerapan
mekanisme seperti taklik talak dan surat pernyataan di KUA dapat membantu
memastikan komitmen mualaf temporer dalam memeluk Islam. Taklik talak
berfungsi sebagai syarat dalam akad nikah yang dapat membatalkan
perkawinan jika mualaf tidak memenuhi komitmen keagamaannya, sementara
surat pernyataan memberikan dokumentasi resmi tentang kesungguhan mualaf

dalam memeluk Islam.
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B. Saran

1. Saran yang bisa penyusun berikan kepada pemerintah adalah untuk perlu
menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam menangani
pernikahan beda agama dan upaya-upaya yang dilakukan guna mendapatkan
legalitas perkawinan khususnya dengan mualaf temporer termasuk di
Kecamatan Sumbermanjing. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat
harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang menghormati regulasi
dan prinsip-prinsip agama sebagaimana yang ditawarkan penyusun dalam
penelitian ini.

2. Bagi para akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai
tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya
tentang tema mualaf temporer dalam pernikahan, sehingga hasil dari penelitian
ini dapat dikembangkan dan diaktualisasikan dalam fakta dan fenomena yang

ada dan yang akan datang.
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